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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Banjarmasin sebagai ibukota provinsi Kalimantan Selatan letaknya diapit 

oleh dua kabupaten besar, yaitu kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar. 

Letak astronomisnya antara 3°16’46”-3°22’54” Lintang Selatan dan 

114°31’40”-114°39’55” Bujur Timur. Kota Banjarmasin terdiri atas 5 

Kecamatan, yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin 

Barat, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Utara, 52 Kelurahan, 116 Rukun 

Warga (RW) dan 1.569 Rukun Tetangga (RT)
1
. 

Lembaga teknis daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin 

terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, 19 

Dinas Daerah, 5 Badan Daerah dan 5 Kecamatan antara lain : Dinas 

Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran; Dinas Sosial; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; Dinas 

Lingkungan Hidup; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe; Dinas 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat; 

                                                           
1
Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, Statistik Daerah Kota Banjarmasin 2019  

(Banjarmasin:Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, 2019) hlm. 1-2. 
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Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; Dinas 

Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja; Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Kepemudaan dan Olahraga; Dinas 

Perpustakaan dan Arsip Tipe; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian; Badan Keuangan Daerah; Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah; Badan Kepegawaian Daerah, 

Pendidikan dan Pelatihan; Kecamatan Banjarmasin Utara; Kecamatan 

Banjarmasin Timur; Kecamatan Banjarmasin Tengah; Kecamatan Banjarmasin 

Barat; Kecamatan Banjarmasin Utara; dan Kecamatan Banjarmasin Selatan. 

Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak serta 5 kecamatan se kota Banjarmasin yang terdiri 

dari Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Timur, 

Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kecamatan Banjarmasin Barat, dan 

Kecamatan Banjarmasin Selatan. 

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Banjarmasin merupakan salah satu lembaga teknis daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kota Banjarmasin yang dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin yang mempunyai tugas 

pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas ini beralamat di Jl. Sultan 
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Adam No 18 Gedung Capil Lantai  3 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan 

Banjarmasin Utara Kode Pos 70122 

2. Kecamatan Banjarmasin Utara 

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah 

dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
 
Berdasarkan data 

dari BPS Kota Banjarmasin, Kecamatan  Banjarmasin Utara berbatasan 

dengan Kabupaten Barito Kuala dibagian Utara, kecamatan Banjarmasin 

Timur disebelah timur, Kecamatan Banjarmasin Tengah disebelah selatan, 

dan disebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Barat. 

Kecamatan Banjarmasin Utara terdiri dari 10 (sepuluh) kelurahan, dengan 

luas wilayah keseluruhan adalah 16.54 km. Adapun lokasi pada penelitian 

ini dilakukan di Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara yang beralamat di 

Jl. HKSN No 8 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara 

Kode Pos 70125 

3. Kecamatan Banjarmasin Timur 

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah 

dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
 
Berdasarkan data 

yang diambil dari BPS Kota Banjarmasin,  Kecamatan  Banjarmasin 

Timur berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Utara dibagian Utara, 

Kabupaten Banjar disebelah timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan 

disebelah selatan, dan disebelah barat berbatasan dengan Kecamatan 

Banjarmasin Tengah.  Kecamatan Banjarmasin Timur terdiri dari 9 

(sembilan) kelurahan, dengan luas wilayah keseluruhan adalah 23,86 km
2
. 
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Adapun lokasi pada penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan 

Banjarmasin Timur yang beralamat di Jl. Manggis No. 20 Kelurahan 

Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kode Pos 70236. 

4. Kecamatan Banjarmasin Tengah 

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah 

dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
 
Berdasarkan data 

yang diambil dari BPS Kota Banjarmasin, secara letak geografinya 

Kecamatan Banjarmasin Tengah berbatasan dengan Kecamatan 

Banjarmasin Utara di bagian utara, Kecamatan Banjarmasin Timur di 

bagian timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan di bagian selatan, dan 

Kecamatan Banjarmasin Barat di bagian barat.  Kecamatan Banjarmasin 

Tengah terdiri dari 12 (dua belas) kelurahan, dengan luas wilayah 

keseluruhan adalah 11,66 km
2
. Adapun lokasi pada penelitian ini 

dilakukan di Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah yang beralamat di Jl 

Pulau Laut No. 7 RT 5 Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin 

Tengah 70114 

5. Kecamatan Banjarmasin Selatan 

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah 

dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
 
Berdasarkan data 

yang diambil dari BPS Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan 

berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Barat dan Tengah disebelah 

Utara, kecamatan Banjarmasin Timur disebelah Timur, Kabupaten Banjar 

disebelah selatan, dan disebelah barat berbatasan dengan Kecamatan 
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Banjarmasin Barat dan Kabupaten Barito Kuala.  Ada 12 (dua belas) 

kelurahan yang berada di Kecamatan Banjarmasin Selatan, dengan luas 

wilayah keseluruhan adalah 38,26 km
2
. Adapun lokasi pada penelitian ini 

dilakukan di Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan yang beralamat di di 

Jl. Tembus Mantuil No 19 RT 27 Kelurahan. Kelayan Selatan Kecamatan. 

Banjarmasin Selatan Kode Pos 70246. 

6. Kecamatan Banjarmasin Barat  

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah 

dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
 
Berdasarkan data 

yang diambil dari BPS Kota Banjarmasin, Kecamatan  Banjarmasin Barat 

berbatasan dengan Kecamatan Banjarmsin Utara dibagian Utara, 

Kecamatan Banjarmasin Selatan disebelah selatan, Kecamatan 

Banjarmasin Tengah disebelah Timur dan disebelah barat berbatasan 

dengan Kabupaten Barito Kuala.  Kecamatan Banjarmasin Barat terdiri 

dari 9 (sembilan) kelurahan, dengan luas wilayah keseluruhan adalah 

13,37 km
2
. Adapun lokasi pada penelitian ini dilakukan di Kantor 

Kecamatan Banjarmasin Barat yang beralamat di Jl. Ir. P. Moch Noor 

Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kode Pos 70118. 

 

B. Penyajian Data 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin serta 

Camat atau Sekretaris Camat se Kota Banjarmasin. 
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Identitas Informan : 

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin 

Nama 

Tempat Tanggal Lahir 

Pendidikan Terakhir 

Jabatan 

 

: 

: 

: 

: 

 

H. Iwan Fitriady SH, M.H 

Banjarmasin, 25 Desember 1968 

S2 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak 

Menurut H. Iwan Fitryadi, SH., M.H  yang mengatakan bahwa, 

“pernah mendengar dan mengetahui tentang adanya peraturan tersebut, 

meskipun keberadaan dinas itu ada sejak bulan Januari tahun 2017. 

Peraturan Daerah ini telah dilaksanakan sejak diundangkan peraturan 

tersebut. Dalam penerapannya tentunya Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin memiliki tim yang ketika ada 

kekerasan terhadap anak, ada tim yang menangani bersama dengan tim itu 

setelah itu kita pelajari aturan-aturannya dan kita lakukan langkah-langkah 

penanganannya seperti apa berdasarkan aturan-aturan tersebut. Selain terkait 

tim tersebut juga memiliki program dengan upaya pencegahan kekerasan 

terhadap anak dan penanganan kekerasan terhadap anak, kalau pencegahan 

antara lain berupa eksploitasi, pembunuhan, terkait dengan upaya 

pencegahan kekerasan terhadap anak dilakukan dengan sosialisasi, 

penyuluhan go to school,  intinya terkait pencegahan itu utamanya dalam 

rangka kerjaan dinas tersebut. Dalam pelaksanaan tersebut tidak lepas dari 

semua pihak baik pemerintah ataupun masyarakat, tanpa keterlibatan 
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masyarakat penerapan peraturan daerah agak lambat bisa diterapkan. Dalam 

kerjasama yang dilakukan bersama dari UPPA Polresta, Dinas-

Dinas/Instansi, Akademisi, Pemerhati Anak, dan Lembaga Perlindungan 

Anak. Terkait kendala yang di alami tidak terlalu signifikan, setiap kegiatan 

pasti ada antara lain mungkin kepedulian masyarakat khususnya berperan 

dalam hal melaporkan kejadian kekerasan terhadap anak ini memang perlu 

masih di dorong terus masyarakat agar berperan aktif dalam hal penanganan 

kekerasan terhadap anak. Penyebab menangani kendala-kendala tersebut 

dimasyarakat ini masih ada, misalnya keengganan masyarakat untuk 

melaporkan kejadian tersebut karena oleh katakanlah ini masalah keluarga 

(aib keluarga), itukan menjadi kendala juga atau yang terjadinya di sebagian 

masyarakat dan kita perlu edukasikan masyarakat bahwa kepedulian itu 

penting sekali dalam penanganan kekerasan”
2
. 

 

b. Kecamatan Banjarmasin Utara  

Nama 

Tempat Tanggal Lahir 

Pendidikan Terakhir 

Jabatan 

: 

: 

: 

: 

H. A. Eddy Safariamsyah, S.TP 

Martapura, 22 Juli 1961 

S1 

Sekretaris Camat Banjarmasin Utara 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H.A.Eddy 

Safariamsyah, S.TP, beliau mengatakan bahwa “peraturan tersebut telah 

disosialisasikan bersama-sama lintas sektornya DP3A Iwan Fitriadi dan 

                                                           
2
H. Iwan Fitryadi, SH., M.H, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kota Banjarmasin, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Banjarmasin, wawancara pribadi, 8 Februari 2019 
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kecamatan Banjarmasin Utara sudah sejak tahun 2016 melaksanakan di  

tahun 2015 sudah laksanakan perencanaannya antara lain membentuk 

kelurahan ramah anak, jadi kami programkan di Banjarmasin Utara satu 

tahun 2 kelurahan, sejak 2016 - 2018 ada 6 kelurahan tambah lagi 2 di tahun 

2019. Terkait mengenai pengimplementasiannya di Kecamatan Banjarmasin 

Utara melakukan sosialisasi dulu bersama lintas sektor DP3A kemudian 

kecamatan Banjarmasin Utara pergi kesekolah-sekolah melakukan 

sosialisasi juga terlepas tim ataupun tidak, maksudnya begini ketika 

kecamatan Banjarmasin Utara ada kegiatan misalnya di SMA 8 kami datang 

kesana pas ada acara orientasi pelajar kemudian selain itu kami rapat 

koordinasi lintas sektor termasuk puskesmas-puskesmas, puskesmas harus 

ramah anak, jadi apabila kelurahan ramah anak otomatis yang lain harus 

ramah anak puskesmasnya kemudian dari dinas lain dari capil itu semua hak 

anak kita penuhi makanya segala akta kelahiran, kartu keluarga harus 

masuk, wajib ada, dan alhamdulillah kawan-kawan lintas sektor dinas-dinas 

lain sangat mendukung. faktor yang mendukung dalam 

mengimplementasikan peraturan daerah tersebut di Kecamatan Banjarmasin 

Utara, yaitu pertama, kebersamaan dan rasa tanggung jawab terhadap 

program, jadi tidak ada istilah ampun ikam (kamu), jadi ini program 

nasional ini program yang sangat bagus di dukung sama-sama kemudian 

kedua, aksi harus ada jadi walaupun programnya bagus kalau aksinya 

kadada (tidak) kada dapat tercapai jadi aksinya memang kelihatan, di semua 

bidang kegiatan contoh capil untuk pendataan dan pembuatan akta kelahiran 
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hak-hak anak kartu keluarga itu harus dipenuhi kemudian kelurahan layak 

anak apabila orang tua berurusan ada tempat bermain-main buat anak-anak 

jadi tidak bosan menunggu kemudian dari KB mereka harus keposyandu 

atau kemana untuk anak-anak harus terayomi itu dari program usianya 

kesehatan ibu dan anak dari unsur kesehatannya hak-hak anak itu semua 

terpenuhi hak bermainnya, malah kecamatan Banjarmasin Utara ada 

program satu itu kami jadikan inovasi pemutaran film untuk anak-anak 

terutama PAUD dan TK pemutaran film kartun tapi islami dan ada pesan-

pesan moral, karena kebetulan kita Banjarmasin juga rawan kebakaran maka 

kami arahkan kesana jadi anak-anak itu mengerti dari awal bagaimana 

mencegah kebakaran itu sudah kecamatan Banjarmasin Utara laksanakan di 

sekolah-sekolah  di kelurahan-kelurahan TK PAUD habis acara pemutaran 

film kami beri mereka bingkisan sasarannya sebenarnya pengertian mereka 

dari kecil bahwa bahaya kebakaran itu berakibat fatal. Mengenai Terkait 

pengimplementasian peraturan daerah tersebut di Kecamatan Banjarmasin 

Utara melakukan kerjasama kepada Pertama DP3A, semua dinas instansi 

yang terlibat apapaun  kedua organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti 

RT, RW, Dewan Kelurahan, harus kita libatkan terutama yg itu tadi ada 

kendala-kendala itu dengan RT kita turun bersama-sama kita beri pengertian 

ketiga,  Polsek Koramil iya dari unsur Babin, Bhabinkamtibmas, Babinsa, 

kemudian dari LSM, kemudian dari organisasi-organisasi kepemudaan, 

membentuk perkumpulan pemuda pelajar, ada lagi pemuda peduli 

lingkungan, kemudian dengan himpunan mahasiswa fakultas keguruan 
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kecamatan. Terkait kendala dalam implementasian kada (tidak) terlalu, tapi 

kadang-kadang masih ada orang tua yang egois ada beberapa anak yang 

kayaknya tuh dicuekin orang tuanya, misalnya handak (hendak) membuat 

surat menyurat hak anak itu nah hak sipil mereka kaya akta kelahiran, nah 

itu kada (tidak) perlu jua (juga) jar (katanya) itu masih ada orang-orang 

yang berpikiran seperti itu, Kalau penyebabnya karena belum merasa perlu, 

kemudian indah repot kadang-kadang  mereka tidak punya persyaratan-

persyaratan lainnya kan kalau meolah akta kelahiran harus ada buku nikah 

misalnya dilampirkan, kadang-kadang itu bisa hilang koler (malas) meurus 

lagi, kadang-kadang beranggapan itu tidak perlu juga tidak mengapa, tapi 

pas anak pas handak sekolah itu hanyar kalangkabut”
3
 

 

c. Kecamatan Banjarmasin Tengah  

Nama 

Tempat Tanggal Lahir 

Pendidikan Terakhir 

Jabatan 

: 

: 

: 

: 

Nurdin Mubarak, S.Sos, M.Ap 

15 Agustus 1968 

S2 

Sekretaris Camat Banjarmasin Tengah 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurdin Mubarak, 

S.Sos, M.Ap, beliau mengatakan bahwa “Kita bukan sudah mengetahui lagi, 

mendengar bahkan melaksanakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin 

Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Mengenai 

implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 

                                                           
3
H.A.Eddy Safariamsyah, S.TP, Sekretaris Camat Banjarmasin Utara, Kantor Kecamatan 

Banjarmasin Utara, wawancara pribadi, 8 Februari 2019 
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Tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Banjarmasin Tengah telah 

dilaksanakan sejak diundangkan peraturan tersebut. Terkait pelaksanaan 

peraturan tersebut peraturan daerah itu sejak tahun 2014 dan sudah berjalan 

selama 5 tahun meskipun kenyataan di lapangan telah berganti Camat 

karena dalam pelaksanaannya keterkaitan bukan person tapi karena jabatan. 

Kemudian di kecamatan ini pemberdayaan anaknya ini kami sesuai dengan 

aturan, jadi aturan yang ada disini artinya kecamatan Banjarmasin Tengah 

ini membawahi 12 kelurahan, dan baksos-baksos kami ini ada di kelurahan 

gadang, mawar, teluk dalam, pasar lama, yang sesuai itu memang 

pemberdayaan anak terpadu berbasis masyarakat arahannya memang 

kesana, jadi kan ini sambil jalan kalau memang ada kekurangannya kami 

komunikasikan dengan dinas terkait, DP3A artinya hak-hak anak, hak-hak 

dasar seperti bagaimana melindunginya, kemudian menghormatinya, 

menghargainya, memenuhi hak-hak anak, hak-hak dasar sesuai itu, kami di 

peran kecamatan itu kami melaksanakan sesuai dengan aturan itu, ya bentuk 

konsultasinya itu bahkan kami ini ada plus nya ada anak yang terindikasi 

narkoba kita ada memiliki puskomnya, dalam implementasinya tersebut 

tidak lepas dari peran semua pihak. Mengenai kendala yang dihadapi pasti 

ada kendala, faktor utama itu tadi lingkungan, lingkungan keluarga, 

masyarakat,  sekolahnya, ya faktor pengawasan jadi kami dikecamatan tidak 

ada istilah putus disini aja sampai disini aja, kami terus melakukan 

pembinaan, pengawasan terhadap anak kita, dan ini tanggung jawab kepada 

seluruh element baik tugas pimpinan, kemudian pelaksananya, yang 
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namanya anak kita ini, pembinaan kita ini dengan anak, setiap saat anak kita 

ini dilindungi, kebanyakan anak saat ini kurang  perhatian maka sudah jelas 

tugas dari pemerintah, tugas dari tokoh-tokoh masayarakat, tugas dari orang 

tua, bagaimana melindungi itu dan kita punya etika jangan kasar dengan 

anak, apa anak itu melihat apa kelakuan orang tua itu”.
4
 

 

d. Kecamatan Banjarmasin Selatan 

Nama 

Tempat Tanggal Lahir 

Pendidikan Terakhir 

Jabatan 

: 

: 

: 

: 

M. Yusrin 

Banjarmasin, 4 Juni 1963 

S1 

Camat Banjarmasin Selatan 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. M. Yusrin selaku Camat 

Banjarmasin Selatan, mengatakan bahwa, “kalau peraturan ini terus terang 

aja secara detail kami tidak tahu persis, namun terkait konteks perlindungan 

anak ini kami sangat mendukung terkait dengan pemerintah sekarang ini. 

Terkait kinerja yang dilakukan oleh Kecamatan Banjarmasin Selatan dalam 

mengimplementasikan peraturan daerah tersebut. Beliau memberikan 

jawaban, kalau kita sendiri tidak ada, tapi dari dinas SKPD terkait akan ada 

melaksanakan sosialisasi-sosialisasi ke kecamatan dan unsur-unsurnya dari 

sub kelurahan, tokoh masyarakat, yang jelas ini harus terus dilakukan 

sosialiasi dan dipastikan hak dan kewajiban anak itu sudah di sosialiasaikan 

masyarakat dan juga kita punya komitmen terhadap perda ini untuk sama-

                                                           
4
Nurdin Mubarak, S.Sos, M.Ap, Sekretaris Camat Banjarmasin Tengah, Kantor Kecamatan 

Banjarmasin Tengah, wawancara pribadi, 11 Februari 2019 
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sama mewujudkan bagaimana anak itu dapat tumbuh berkembang dengan 

baik, hak-hak anak itu terlindungi, tidak terjadi kekerasan terhadap anak itu 

sendiri. Mengenai kendala yang dihadapi tidak ditemukan adanya kendala 

apapun.
5
 

 

e. Kecamatan Banjarmasin Timur 

Nama 

Tempat Tanggal Lahir 

Pendidikan Terakhir 

Jabatan 

: 

: 

: 

: 

Ahmad Muazaiyin, S.Sos 

Banjarmasin, 28 Maret 1974 

S1 

Camat Banjarmasin Timur 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Muzaiyin, S.Sos 

menurut beliau “pernah mendengar dan mengetahui tentang adanya 

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak itu kan intinya memberikan hak-hak anak untuk 

menjaga perhatian anak-anak atas yang terjadi di kota Banjarmasin agar hak 

anak-anak itu terpenuhi dan juga memberikan akses yang luas terhadap anak 

untuk bisa mendapatkan haknya bagi akses yang luas bagi perkembangan 

kemampuan anak dan kemampuan jiwanya. Peraturan tersebut di terapkan 

di Kecamatan Banjarmasin Timur begitu diundangkan sebetulnya sudah 

berjalan dan di tahun 2014 sudah berjalan, namun dalam pelaksanaan untuk 

implementasinya secara nyata program tersebut sudah dianggarkan dalam 

berbagai kegiatan jadi sudah berjalan beberapa tahun sudah. Kecamatan 

                                                           
5
Drs. M. Yusrin, Camat Banjarmasin Selatan, Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan, 

Wawancara Pribadi.2 Februari 2019  
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Banjarmasin Timur mencoba mengambil pemenuhan dalam hal penyediaan 

permainan dahulu utamanya di beberapa kelurahan dan sekarang sudah 

berjalan untuk semua kelurahan. Kita coba gunakan itu artinya di kecamatan 

sudah ada alat bermainnya, kemudian ada beberapa kelurahan sudah ada 

berjalan beberapa tahun ini di 2018 dan di 2019 ada 2 kelurahan, ada sekitar 

5-6 kelurahan yang sudah berjalan, kecamatan Banjarmasin Timur 

anggarkan setiap tahun untuk pengembangan suatu hal, kita juga mencoba 

memberikan semacam upaya-upaya yang nyata selain itu tadi, karena 

memang di kecamatan dan dikelurahan sudah ada perangkatnya ada PAUD, 

tinggal peningkatan-peningkatan dalam hal program-program yang 

dilaksanakan itu yang penting sebenarnya dalam dimasukkan termasuk juga 

memperinci hak-hak anak, hak-hak anak itu apa aja dan kita coba jaga itu 

dan diberikan kepada mereka dan juga dijaga anak itu tidak boleh 

mendapatkan perlakuan yang tindak kekerasan dari orang tua, orang tua 

lainnya, atau tindakan lainnya seupama seksual atau tindak kekerasan 

lainnya, ada perlakuan yang beberapa kali yang tejadi saat ini dibeberapa 

daerah yang perlakuan orang tua ke beberapa anaknya kan diberikan 

pelajaran. Dalam hal itu pemerintah kota juga maksimal menggunakan 

dengan anggaran yang tersedia dengan membangun beberapa taman 

contohnya yang ada dibawah jembatan banua anyar, ada swadaya-swadaya 

masyarakat yang terus kita koordinasikan, ada beberapa titik wilayah yang 

coba sudah makin bagus berkembang seiring dengan upaya pemerintah kota 

untuk membangun kota bersama-sama masyarakat contohnya di banua 
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anyar di RT 12 kampung bahagia jadi disitu dikasih pelajaran pembenahan 

masalah kebersihan, bagaimana memanfaatkan alat-alat sisa, barang-barang 

sisa diolah jadi apa, kemudian di RT 4 kampung perlindungan anak dan 

disitu juga menjadi kampung lalu lintas diajarkan anak-anak sekolah TK 

anak-anak SD belajar bagaimana pengenalan-pengenalan masalah lalu 

lintas, tata tertib lalu lintas disitu ada juga tamannya dan wahana bermain 

bagi anak-anak setiap sore jadi kalo dikampung di RT4 itu berupaya 

mengalihkan kebiasan gadget itu menjadi bermain dengan kawannya lah 

bersosialisasi baik maen enggrang, macam-macam lah alat-alat seperti itu 

dan mencoba kita arahkan untuk terus dikembang dikembangkan bersama 

warga, jadi warga yang berupaya dan kita juga mencoba dan masuk 

didalamnya dalam pembinaan pemerintah kota Banjarmasin. Kampung 

budaya di Jl. Tanjung Maya Depan Polresta Banjarmasin dengan adanya 

pengenalan budaya-budaya se kalimantan khususnya sebanjarmasin, faktor 

yang mendukung dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut di 

Kecamatan Banjarmasin Timur. Beliau mengatakan bahwa, Secara umum 

dikota lah, Bapak Walikota  dan Wakil Walikota itu pemerintah kotalah 

sangat intern lah, setelah itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (DP3A) khususan jadi pemenuhan-pemenuhan hak anak 

terus dilaksanakan, anggaran-anggaran yang ada di pemerintah kota juga 

diarahkan salah satunya menjadi anggaran prioritas dan juga upaya-upaya 

untuk melaksanakan pemenuhan hak ini sudah merangkul semua element 

pemerintah kota sendiri, lembaga LSM membawa anak-anak  itu sendiri 
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baik anak-anak kota dan anak-anak kecamatan, Usaha dalam hal 

menyediakan dalam hal anggaran mereka cs annya yang bisa diarahkan 

pada kegiatan-kegiatan pemenuhan hak anak jadi itu sangat sinergis cuman 

memang secara bertahap merubah pola kebiasaan diartikannya ni pang 

kadang-kadang, tapi pemerintah kota konsisten bekerjasama di kecamatan, 

camat dan lurah bergerak di dalam rel untuk mencapai upaya yang 

ditetapkan  dalam perda 2014 itu. Dalam mengimplementasikan peraturan 

daerah tersebut di Kecamatan Banjarmasin Timur melakukan kerjasama 

dengan pihak polsek, forum anak kecamatan, kalau di dinas kita bawai aja 

ikut serta bersama-sama dengan dinas karena oleh dinas DP3A itu mereka 

yang membimbing untuk mengarahkan pelaksanaan bagaimana perda ini 

bisa berjalan dengan baik terus juga ditingkatan yang bawah kecamatan 

Banjarmasin Timur bersama-sama juga RT, RW, tokoh masyarakat, dewan 

kelurahan kemudian ada unsur-unsur kader posyandu, kader kesehatan itu 

semua kita libatkan dan terus menerus kita sosialisasikan artinya ada upaya 

pemerintah kota penyampaian secara lisan dan ada penyampaian 

menggunakan brosur-brosur dan media. Mengenai kendala apa saja yang 

ditemukan dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut di 

Kecamatan Banjarmasin Timur kalau kendala ada, kecamatan Banjarmasin 

Timur tidak menutup-nutup  untuk bekerja secara maksimal, sebenarnya 

memang mungkin dari upaya itu kan tetap ada erornya nih tetap ada laporan 

tindak kekerasan kepada anak ataupun perempuan tetap ada, tetapi kan 

kecamatan Banjarmasin Timur berupaya semaksimal mungkin kalau ada 
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aduan secepatnya kita lanjuti bersama-sama dengan aparat pemerintah kota, 

aparat keamanan maupun LSM yang memang bergerak dibidang hak anak 

ini, Kerjanya nih di masyarakat pada anak artinya tidak bisa memenuhi hak 

anak itu kadang-kadang faktor ekonomi orang tuanya, faktor ilmu 

pengetahuan pendidikan, terkadang orang tua ini memiliki latar belakang 

dan pengalaman yang menyakitkan lah, artinya mungkin mereka pada saat 

kecil biasa diarahkan orang tua seperti ini lalu berpikir kalau aku punya 

anak akan seperti ini nah yang ini juga mencoba memberikan kesadaran 

terus menerus juga pesan-pesan  yang terdiri elemen-element tadi sampai 

ketingkat kebawah ditingkatan keluarga”.
6
 

 

f. Kecamatan Banjarmasin Barat 

Nama 

Tempat Tanggal Lahir 

Pendidikan Terakhir 

Jabatan 

: 

: 

: 

: 

Hj. Karlina, S.Sos 

Palembang, 22 Agustus 2018 

S1 

Camat Banjarmasin Barat 

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Hj. Karlina, S.Sos beliau 

mengatakan bahwa, “Sudah tau, memang ada tentang peraturan daerah 

tersebut, tentang implementasinya memang sudah untuk kota dengan 

dibentuknya DP3A kemudian dari dinas-dinas sendiri ada membentuk 

forum anak kota dan forum anak kecamatan dan dibatu lagi dengan dibantu 

oleh PKK dengan PAN (Pola Asuh Anak Remaja). Faktor yang mendukung 

                                                           
6
Ahmad Muzaiyin, S.Sos, Camat Banjarmasin Timur, Kantor Kecamatan Banjarmasin 

Timur, wawancara pribadi, 13 Februari 2019 
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dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut di Kecamatan 

Banjarmasin Barat. Beliau mengatakan kerjasama dengan DP3A, sudah 

beberapa kali mensosialisasikan, mengundang lurah, ketua RT, ketua RW, 

dewan kelurahan dan para tokoh agama perwakilan dari masyarakat”. 

Mengenai kendala apa saja yang ditemukan dalam mengimplementasikan 

peraturan daerah tersebut di Kecamatan Banjarmasin Barat kalau kendala itu 

pemerintahkan harus hadir untuk melindungi anak-anak keluarga 

masyarakat yang jelas pemerintah hadir diikuti oleh orang tua dari anak-

anak kita sendiri utamanya. Fakta di masyarakat, tergantung masyarakatnya, 

masyarakat kita kan berbeda-beda karakternya kadang-kadang kelihatannya 

mereka itu kaya tidak perduli dengan anak akan tetapi mereka itu memang 

sayang dengan cara-cara masyarakat itu sendiri ya perlu sosialisasi lah, kan 

dulu memukul itu tidak mengapa lah karena untuk mendidik kalo saat ini 

kekerasan tidak boleh lah sebenarnya itu tergantung masyarakatnya lagi 

kalo dulu kalau tidak mengaji akan dipukulkan harus dengan kekerasan 

dalam bentuk kasih sayang tidak membenci anak, tapi kan sekarang ini 

pemerintah hadir dalam melindungi anak-anak indonesia”.
7
 

 

 

 

 

                                                           
7
Hj. Karlina, S.Sos, Camat Banjarmasin Barat, Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat, 

wawancara pribadi, 13 Februari 2019 
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C. ANALISIS DATA 

Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan Anak dapat dijalankan secara efektif jika adanya 

kerjasama antara pemerintahan daerah dan jajarannya dapat berjalan dengan 

baik. Adapun yang menjadi pendukung dalam mempengaruhi implementasi 

peraturan daerah, yang pertama adanya sosialisasi dimana suatu proses 

belajar dalam memahami hukum dalam implementasi perda sangat diperlukan 

adanya sosialisasi untuk mengetahui apakah peraturan daerah tersebut dapat 

diterima dan disampaikan setian daerahnya, kedua partisipasi dari masyarakat 

akan pelaksanaan peraturan daerah mengenai tentang perlindungan anak tidak 

hanya masyarakat, pemerintahan juga turut ambil bagian dalam hal ini agar 

pelaksanaan sebuah perda perlindungan anak ini dapat berjalan dengan baik. 

Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan Anak berdasarkan Pasal 4 mengenai ruang 

lingkup perindungan anak yang meliputi:
8
 

a. Pencegahan pelanggaran hak-hak anak, perlakuan salah dan kekerasan 

terhadap anak; 

b. Penanganan anak yang menjadi korban perlakuan salah dan 

kekerasan; dan  

c. Pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban perlakuan salah dan 

kekerasan. 

                                                           
8
 Lampiran Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak 
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Berdasarkan pasal 5 mengenai tanggung jawab yaitu:
9
 

1. Pemerintah Daerah, Lembaga Perlindungan Anak Daerah, 

Masyarakat, Orang Tua/Keluarga bertanggung jawab dalam 

melindungi anak. 

2. Pemerintah Daerah, Lembaga Perlindungan Anak Daerah atau dalam 

nama/bentuk lainnya bersama masyarakat melaksanakan perlindungan 

khusus bagi anak di daerah. 

Implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh 

berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang 

sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. 

Maka dari itu dua pasal tersebut dapat berjalan apabila pemerintahan daerah, 

kota, atau kecamatan dan masyarakat dapat bekerja sama menjalankan 

peraturan daerah tentang perlindungan anak. 

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 

Terlepas dari isi Pasal 4 dan 5 mengenai ruang lingkup 

perlindungan anak dan tanggung jawab pada berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak.  

Menurut peneliti implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin 

Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dapat dikatakan 

                                                           
9
 Lampiran Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak 
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efektif walaupun salah satu dari informan tidak mengetahui adanya 

Peraturan Daerah ini, akan tetapi implementasi Peraturan Daerah tentang 

Perlindungan anak dapat berjalan dengan baik karna adanya fasilitator. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak setelah diundangkannya perda 

tersebut telah dilaksanakan dan untuk menjalankan perda ini mereka 

melakukan penyuluhan maupun sosialisasi yang tidak lepas dari 

pemerintah, kecamatan, dan juga masyarakat, bahkan sosialisasi 

dilakukan dari sekolah ke sekolah lainnya atau yang biasa disebut go to 

school.  

Adapun pendapat dari beberapa ketua kecamatan seperti 

Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Tengah, 

Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Barat, mereka 

juga mengetahui adanya perda ini dan telah menjalankan perda ini 

dengan mensosialisasikannya seperti camat Banjarmasin Barat, camat 

Banjarmasin Utara, camat Banjarmasin Tengah mereka melakukan 

sosialisasi kemasyarakat dan sekolah-sekolah, juga melakukan koordinasi 

dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Banjarmasin terkait perlindungan anak. Bahkan camat dari Banjarmasin 

Timur telah menyediakan fasilitas untuk penunjang pemenuhan hak anak 

serta sarana edukasi untuk anak. Walaupun camat Banjarmasin Selatan 

tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak akan tetapi mereka telah 
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digandeng oleh dinas SKPD untuk tetap melakukan sosialisasi mengenai 

hak dan kewajiban anak agar hak-hak anak itu terlindungi, tidak terjadi 

kekerasan terhadap anak itu sendiri.  

 

2. Kendala yang dialami dalam mengimplementasi Peraturan Daerah 

Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak. 

Kendala pada mengimplementasi Peraturan Daerah Kota 

Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mulai 

dari Pemerintahan Kota dan Kecamatan yang ada di Banjarmasin yaitu 

pertama kurangya kepedulian masyarakat dalam melaporkan kejadian 

kekerasan pada anak, juga kurangnya kesadaran terhadap hukum dan 

pemenuhan hak sipil anak kedua Pemenuhan hak anak karena faktor 

ekonomi serta latar belakang pendidikan orang tua dan karakter orang tua 

sehingga kurang dalam memahami dari pemenuhan hak anak. Ketiga 

yaitu faktor lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah anak. Dari 

beberapa kendala yang menjadi faktor dalam pelaksanaan Peraturan 

Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak salah satu nya 

pada Pasal 4 mengenai pencegahan pelanggaran hak-hak, perlakuan salah 

dan kekerasasan pada anak, penanganan yang menjadi korban perlakuan 

salah dan kekerasan dan juga pemulihan dan reintegrasi sosial pada anak 

korban perlakuan salah dan kekerasan, hal ini dapat menjadikan 

penghambat bagi Pemerintahan Daerah, Lembaga Perlindungan Anak 
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daerah, maupun orang tua atau masyarakat dalam menjalankan tanggung 

jawab untuk melindungi seorang anak sebagaimana yang diatur pada 

Pasal 5 mengenai Tanggung Jawab dalam Peraturan Daerah Nomor 17 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

 

Analisis data yang telah dilakukan peneliti, bahwa permasalahan 

yang dihadapi pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin 

Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu kurangnya 

kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat dalam melaporkan kejadian 

kekerasan atau perlakuan salah pada anak. Bahkan dari salah satu dari 

informan merasa tidak memiliki kendala dalam pemenuhan maupun 

ruang lingkup mengenai perlindungan anak, padahal Kepala Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin 

berharap masyarakat dapat lebih peduli lagi jika melihat atau menemukan 

kasus kekerasan atau perlakuan salah pada anak, bukan hanya kekerasan 

namun juga seperti anak terlantar dan lainnya agar dapat melaporkan 

agar dapat ditangani oleh pihak yang berwenang. Pada masyarakat atau 

orang tua yang memiliki pendidikan rendah bahkan tidak dapat 

menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah dasar tidak mengerti atau 

tidak mengetahui bahwa adanya hak-hak anak, pada Pasal 13 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan 

Anak yaitu: 
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(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak 

lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak 

mendapat perlindungan dari perlakuan: 

a. Diskriminasi; 

b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 

c. Penelantaran; 

d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiyaan; 

e. Ketidakadilan; dan 

f. Perlakuan salah lainnya. 

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala 

bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perlu 

dikenakan pemberatan hukum. 

Sesuai data yang di terima dari Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mengenai kekerasan dan 

perlakuan salah pada anak di  tahun 2016 ada 35 anak yang mengalami 

kekerasan fisik dan kekerasan seksual, lalu meningkat pada tahun 2017 

ada 37 anak mengalami kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan 

seksual, perdagangan dan lain-lain, kembali meningkat pada tahun 2018 

dengan jumlah 43 anak dengan kasus kekerasan fisik, kekerasan psikis, 

kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, perdangan anak dan lain lain.
10

 

                                                           
10

 Data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). 
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Pada tahun 2019 pun tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan terhadap 

anak masih sering terjadi di Kota Banjarmasin.
11

 

 Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memang telah dijalankan 

sebagaimana mestinya dan pernyataan dari beberapa informan pun telah 

melakukan sosialisasi akan perda tersebut dapat dikatakan efektif akan 

tetapi jika dilihat dari data yang telah diuraikan diatas itu menandakan 

bahwa masyarakat belum memiliki kesadaran hukum dan tidak berani 

melaporkan kasus kekerasan tersebut. Padahan untuk kota Banjarmasin 

telah memiliki fasilitas yang dapat memberikan rehabilitasi terhadap anak 

dan bahkan dapat mendampingi sampai kejalur hukum atau pengadilan.  

  6 (enam) informan yang telah di wawancarai mulai dari Kepala 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Banjarmasin, Camat Banjarmasin Barat, Camat Banjarmasin Timur, 

Camat Banjarmasin Selatan, Sekretaris Camat Banjarmasin Utara, 

Sekretaris Camat Banjarmasin Tengah mengenai Implementasi Peraturan 

Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak dapat dilihat dari matriks sebagai berikut:  

                                                           
11

 http://jejakrekam.com/2019/01/06/kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-tinggi-di-

banjarmasin/ diakses tanggal 13-02-2020 jam 23:00 WITA. 

http://jejakrekam.com/2019/01/06/kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-tinggi-di-banjarmasin/
http://jejakrekam.com/2019/01/06/kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-tinggi-di-banjarmasin/
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Matriks 

No Nama Keterangan 

1 H. Iwan Fitriyadi, SH., MH Menyatakan setalah perda ini 

diundangkan dilaksanakannya dan 

melakukan pencegahan, 

penanganan serta pendampingan 

terhadap anak korban kekerasan 

berupa sosialisasi, penyuluhan 

kemasyarakat ataupun ke sekolah-

sekolah dengan bekerjasama 

dengan lintas sektor termasuk 

dengan kecamatan-kecamatan, 

akan tetapi masih kurangnya 

kepedulian masyarakat dalam 

melaporkan kejadian kekerasan 

anak  

2 Hj. Karlina, S.Sos Menyatakan mengetahui adanya 

perda dan melakukan sosialisasi, 

penyuluhan kemasyarakat ataupun 

ke sekolah-sekolah serta 

melakukan koordinasi dengan 

Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kota 

Banjarmasin terkait perlindungan 

anak, akan tetapi dalam 

perlindungan anak pada ruang 

lingkup keluarga memili karena 

perbedaan karakter orang 

tua/keluarga di masyarakat. 

3 Ahmad Muzaiyin, S.Sos Menyatakan mengetahui adanya 

perda tersebut dan juga telah 

melakukan penyediaan fasilitas 

untuk penunjang pemenuhan hak 

anak serta sarana edukasi buat anak 

dengan menggunakan anggaran 

yang tersedia dan melakukan 

sosialisasi, penyuluhan 

kemasyarakat secara lisan ataupun 

menggunakan media terkait 

perlindungan anak dan pemenuhan 

hak anak dan memiliki kendala 

pada Pemenuhan hak anak karena 

faktor ekonomi serta latar belakang 

pendidikan orang tua/keluar. 
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4 Drs. M. Yusrin Menyatakan tidak mengetahui 

adanya perda tersebut akan tetapi 

pada kecamatan Banjarmaisn 

selatan telah memili Fasilitator 

terhadap dinas terkait seperti Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota 

Banjarmasin terkait 

sosialisasi/penyuluhan terhadap 

hak-hak anak agar dilindungi. 

Sampai pada saat ini Tidak ada  

memiliki kendala. 

5 H. A. Eddy Safariamsyah, S.TP Menyatakan mengetahui adanya 

perda tentang perlindungan anak 

dan telah melakukan koordinasi 

dengan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Banjarmasin, melakukan 

sosialisasi/penyuluhan ke 

masyarakat ataupun sekolah-

sekolah dan edukasi pemenuhan 

hak-hak sipil anak dengan 

kerjasama dengan lintas sektor. 

Akan tetapi masih ada orang tua 

yang kurang kesadaran terhadap 

pemenuhan hak sipil anak. 

6 Nurdin Mubarak, S.Sos, M.Ap Mengetahui adanya perda tentang 

perlindungan anak dan telah 

Melakukan koordinasi dengan 

Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kota 

Banjarmasin, melakukan 

pembinaan dan pengawasan 

terhadap anak serta 

mengedukasikan tentang hak-hak 

dasar anak bekerjasama dengan 

semua pihak. Kendala yang 

dihadapi yaitu faktor lingkungan 

keluarga, masyarakat dan sekolah 

 

Dari Matriks diatas dapat dilihat bahwa implementasi perda Nomor 17 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah berjalan dan dapat dikatakan 
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efektif akan tetapi dari Pemerintah Kota Banjarmasin atau Kecamatan memiliki 

kendala-kendala masing-masing terhadap Implentasi Peraturan Daerah ini. 


